
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

RepubJik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
19,50 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor2851);

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

pasal 185 Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 15Tahun 2023 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu

untuk menetapakan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Penagihan Pajak Daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Penagihan Pajak Daerah;

BUPATI PURWAKARTA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR S.3TAtWN lOlLj

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSl JAWA BARAT

Mengingat:

Menimbang:
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686} sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tabun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2010 Nomor 119, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5161);
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. BupatiadalahBupatiPurwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Purwakarta.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENAGlHAN PAJAK DAERAH.

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 851, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun

2023 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Pajak atas Jumlah Pajak Yang Masih Hams

Dibayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 446);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Purwakarta

Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);

Menetapkan
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5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Pejabat adalah pejabat yang bewenang
mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,

menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, surat pencabutan sita,
pengumuman lelang, surat penentuan harga limit,

pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan,

dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan

Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak

tidak melunasi sebagian atau seluruh utang

pajak menurut Undang-Undang dan Peraturan
Daerah,

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi

tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan

mendapat penugasan dari Bupati sesuai
ketentuan pera.turnn perundang-undangan.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,

meJiputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan
pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan Zatau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan
usaha milik daerah, atau hadan usaha milikdesa
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,



5

lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau

Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran

Pajak, termasuk waldl yang menjalankan Hak
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak Daerah

menurut ketentuan Peraturan Perpajakan

Daerah .
. 12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [satu] bulan

kalender atau jangka waktu lain yang diatur

dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalahjangka waktu yang lamanya

1 (satu) tahun kalender, kecuali hila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sarna

dengan tahun kalender.

14. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar

Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan

Biaya Penagihan Pajak dengan menegur
Penagihan atau memperingatkan, melaksanakan

Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan

menjual Barang yang telah disita.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang

digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

16. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan
Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan

Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.



6

17. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus

dibayar termasuk sanksi administrasi berupa

bunga, denda atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan Pajak, atau surat

sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

18. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan

Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya
sehubungan dengan Penagihan.

19. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat

dijadikan objek sita.
20. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri

Purwakarta yang daerah hukumnya meliputi

tempat tindakan Penagihan Pajak dilaksanakan.

21. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang
melaksanakan penjualan secara Lelang.

22. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka
umum dengan cara penawaran harga secara lisan,

tertulis, dan/ atau media dalam jaringan (online)
melalui usaha pengumpulan peminat atau calon

pembeli.
23. Penyitaan ada1ah tindakan Jurusita Pajak untuk

menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan

untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan

perundang-undangan.
24. Pencegahan adalah larangan yang bersifat

sementara terhadap Wajib Pajak danjatau
Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dan
wilayah Negara. Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Penyanderaan adalah pengekangan sementara
waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan
menempatkannya di tempat tertentu.
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administrasi, atau pihak lainnya.

27. WajibPajak danJatau Penanggung Pajak tertentu
untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesiaberdasarkan alasan tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan

yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi barta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda

segel pada tempat atau ruangan tertentu serta

barang bergerak danIatau tidak bergerak yang

digunakan atau patut diduga digunakan sebagai

tempat atau alat untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik dan benda-benda lain.

30. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidikuntuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

kantorpemasok,pe1anggan,keuangan,

26. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki

keterangan atau .bukti yang ada hubungannya
dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan,

kegiatan usaha, atau pekeIjaan bebas Wajib

Pajak antara lain bank, akuntan publik, notaris,
konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan
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31. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan

Lelang yang Dibuat oIeh Pejabat Lelang atau

kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan

lelang.

32. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan

Utang Pajak.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang

selanjutnya disingkat SPI'PD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dari/atau pembayaran Pajak, objek

Pajak danl atau bukan objek Pajak, dan/ atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan earn lain ke Kas Umum Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besa.mya jumlah pokok pajak

yang teru tang.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar,

yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak, jumlab kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar.
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
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Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

42. Surat Teguran,Surat Peringatan,atau surat lain
yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan

WaJib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.
43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah

tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
!

kredit Pajak lebih] besar daripada Pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif

berupa bungadanj'atau denda.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat,

tambahan atas jumlah Pajak yang telah

ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang

selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
Pajak sarna besarnya dengan jumlah kredit Pajak

atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang,

;

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan Pajak! yang menentukan jumlah

!
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Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini
meliputi tata cara penagihan terhadap objek pajak:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Pasal2

oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/ atau

Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggaljatuh

tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang

Pajak dati semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan
Tahun Pajak.

44. Surat Keputusan Keberatan adalab surat

keputusan atas keberatan terhadap Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oIeh
Wajib Pajak.

45. Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan Pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

47. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah

surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk melaksanakan penyitaan.

48. Pemblokiran Rekening adalah tindakan
pengamanan harta kekayaan milik Penanggung

Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan
agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak
terdapat perubahan apapun, selain penambahan

jumlah atau nilai.
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danr ataustiker,himbauan, penempelan
penempeJan plang.

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati

menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan

Penagihan.
(2) Kepala Bapenda sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita
Pajak; dan

b. menerbitkan:
1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau

surat lain yang sejenis;
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus;

3. Surat Paksa;
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

5. Surat Perintah Penyanderaan;

6. Surat Pencabutan Sita;

7. Pengumuman Lelang;
8. Surat penentuan harga limit;

9. Pembatalan Lelang; dan

10. Surat dan media lain yang diperlukan
untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 10 antara lain berupa surat

Pasal3

Bagian Kesatu

Pejabat dan Jurusita Pajak

BABII

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan

g. PajakSarang BurungWalet.
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Pasal6

(1) Jurusita Pajak bertugas:
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;
c. melaksanakan Penyitaan atas Barang

Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan; dan
d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan

surat perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda
pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan
kepada WajibPajak dan/atau Penanggung Pajak.

(3) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memasuki dan memeriksa semua ruangan
termasuk membuka lemari, lad, dan tempat lain

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak

diambil sumpah atau janji menurut agama atau

kepercayaannya oleh Pejabat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal5

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat

menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/

Golongan II/a;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita

Pajak; dan
e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Pasal4
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Pasa18

(1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran
atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati

paling lama:

BagianKedua
Tata Cara Penagihan

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;

b. pensiun;
c. alih tugas atau kepentingandinas lainnya;

d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;

e. melakukan perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal7

untuk menemukan objek sita di tempat umum, di

tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib
Pajak danIatau Penanggung Pajak, atau di tempat
lain yang dapat diduga sebagai tempat

penyimpanan Objek Sita.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),

Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Satuan
Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan
Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal

Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau

pihak lain.
(5) Jurusita Pajak da1am menjalankan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah

atau luar Daerah.
(6) Format kartu tanda pengenal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Bapenda.
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a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD;

dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun

sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabatyang
ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,

SKPDLB,dan SKPDN.

(3) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan Utang
Pajak sebagaimana tercantum dalam:

a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding,

Putusan Peninjauan Kembali yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah;

b. SPPTPBB;dan

c. Surat Ketetapan BPHTBKurang Bayar, Surat
Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan,

Surat Tagihan BPHTBdan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding, Putusan Peninjauan
kembali menyebabkan jumlah Pajak yang
harus dibayar bertambah. Dalam hal Wajib
Pajak mengajukan keberatan atas SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN,
jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah

Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui,

tertangguh sampai dengan 1 [satu] bulan sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
K.eberatan, dan Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang hams dibayar
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal pengiriman.

(5) Dalam hal Wajih Pajak mengajukan banding atas
Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan
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Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang
tidak atau Kurang Bayar setelah jatuh tempo

pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai

berikut:
a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan

penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujub) hari sejak

saat jatuh tempo pembayaran;
b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal

Surat Teguran, Wajib Pajak melunasi pajak yang
terutang; .

c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga)kali;
d. Setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua

dapat disertai dengan peringatan berupa
penempelan media peringatan pada Objek Pajak

yang bersangkutan;

Pasa110

Bagian Ketiga

Surat Teguran

Pasal9

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3), dilakukan dengan terlebih dahulu
menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.

(2) Dalam hal WajibPajak tidak melunasi Utang Pajak,

Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat
waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pembayaran Utang Pajak.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang
telah disetujui untuk mengangsur atau menunda

pembayaran Pajak.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN,

jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan

Putusan Banding.
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(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang

diterbitkan oleh Pejabat apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat

untukitu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan

Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau peketjaan yang

dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung

Pajak akan membubarkan badan usahanya,
menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindah tangankan

Sagian Keempat
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasa112

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

a. secara langsung;
b. meIalui pos;

c. melalui surat elektronik;

d. melalui Kepala Kelurahan/Desa danj'atau
Sekretaris Kelurahan/Desa setempat;

e. Rukun Warga; atau
f. Rukun Tetangga

Pasal11

e. Dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana

dimaksud pada huruf d, dapat disertai peringatan
bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai

dengan publikasi di media m.assa; dan

f. Penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat
disertai dengan penerbitan SKPDKB secara

jabatan dan publikasi dimedia massa.
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Pasal 13

(1) Surat Paksa Diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak
sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan
Surat Teguran;

b. Terhadap Penanggung Pajak telah

dilaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus; dan
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tercantum dalam keputusan

persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak.

(2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari
setelah surat teguran pertama dikeluarkan.

(3) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEM1
KEADlLAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG
MAHAESA", mempunyai kekuatan eksekutorial

Bagian Kelima

Surat Paksa

perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,

atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
atau

e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung

Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda­

tanda kepailitan.
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan Pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
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Pasal15

(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan
oleh Jurusita Pajak kepada:
a. Penanggung Pajak eli tempat tinggal, tempat

usaha atau di tempat lain yangmemungkinkan;
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama

ataupun yang bekerja di tempat usaha

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak

dengan pemyataan dan penyerahan salinan Surat

Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung
Pajak sebagaimana climaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa
oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita

acara sebagai pemyataan bahwa Surat Paksa telah
diberitahukan.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit berisi:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b. nama Jurusita Pajak;
c. nama penerima;

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan

e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung
Pajak.

Pasa114

dan kedudukan hukum yang sarna dengan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(4) Sura.t Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama WajibPajak, atau nama WajibPajak dan

Penanggung Pajak;

b. dasar Penagihan;
c. besarnya Utang Pajak; dan

d. perintah untuk membayar.
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Pasal16

(1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menolak

Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak

yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. Salah seorang ahliwaris atau pelaksana wasiat
atau yang mengurus harta peninggatannya,

apabila WajibPajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi; atau

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan telah
dibagi

(2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,

penanggung jawab, pemilik modal, baik
ditempat kedudukan Badan yang

bersangkutan, di tempat tinggal mereka
maupun ditempat lain yang memungkinkan;
atau

b. pegawai temp di tempat kedudukan atau

tempat usaha Badan yang bersangkutan

apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai

salah seorang sebagaimana dimaksud dalam
hurufa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat

Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim

Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan

dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau
dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan

kepada orang atau Badan yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator.

(4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
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Pasal18

(1) Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapat
melakukan pembetulan atas Surat Teguran
dan Iatau Surat Paksa yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pasal17

(1) Dalam hal teIjadi keadaan di luar kekuasaan
Pejabat atau sebab Jain, dapat diterbitkan Surat
Paksa pengganti oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial
dan kedudukan hukum yang sarna dengan Surat

Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasa111 ayat

(3)•.

untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak

meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan
mencatatnya dalam Berita Acara bahwa

Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud
tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat

Paksa dianggap telah diberitahukan.

(2) Dalamhal pemberitahuan Surat Paksatidak dapat
dilaksanakan antara lain karena Penanggung

Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, tidak berada di tempat, Surat

Paksa disampaikan mela1ui sekurang-kurangnya

Kepala Kelurahan/Desa dan/ atau Sekretaris

Kelurahan/Desa setempat dengan membuat berita

acara.
(3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui

tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat
kedudukannya, penyampaian Surat Paksa

dilaksanakan dengan antara lain:

a. menempelkan salinan Surat Paksa pada papan
pengumuman di kantor bapenda; atau

b. mengumumkan melalui media Massa.



21

(I) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik

Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal,
tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat
lain tennasuk yang penguasaannya berada di

tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan,

uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, obligasi,
saham, atau surat berharga lainnya, piutang,

Pasal22

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

Pasal 20, Pejabat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Bagian Keenam

Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Pasal21

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan

dengan Penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua

kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa

diberitahukan.

Pasal20

Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa

sebesar RplOO.OOO,OO (seratus ribu rupiah) yang

merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak.

Pasal19

(2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan

setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Pejabat.
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Pasa123

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang

dikecualikan dari Penyitaan meliputi:
a. pakaian dan tempat tidur beserta

perlengkapannya yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi
tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk
keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan
memasak yang berada di rumah;

dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

dan./atau
b. Barang tidak bergerak termasuk tanah,

bangunan, dan kapaldengan isi kotortertentu.
(2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang

pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik

pribadi yang bersangkutan, Barang milik suami

atau istri, dan Barang milik anak yang masih
dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan

pemisahan secara tertulis oleh suami atau istri
berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan.
(3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan

dapat dilaksanakan terhadap Barang milik
perusahaan , barang milik pengurus, Barang milik

kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang,
Barang milik penanggung jawab, Barang milik

pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang

bersangku tan, di tempat tinggal mereka maupun

di tempat lain.

(4) Urutan barang bergerak darr/atau Barang tidak
bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita
Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak

dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan,
atau pencairannya.



23

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak

dengan disaksikan oleh paling kurang 2 (dua)
orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,
dikenal olehJurusita. Pajak,dan dapat dipercaya,

(2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak

hams:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal

Jurusita Pajak;

b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan; dan

c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan
penyitaan.

(3) SeOOpmelaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak
harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita
yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Pasal24

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat

dinas yang diperoleh dari negara;

d. buku-buku yang berkaitan dengan jabatan
atau peketjaan Penanggung Pajakdan alat-alat

yang dipergunakan untuk pendidikan,
kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang disabilitas yang
digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yang menjadi tanggungannya; atau

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan

atau usaha sehari-hari dengan jumlah

seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,OO
(dua pulubjuta rupiah).

(2) Penambahan jenis Barang bergerak yang

dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal26

(1) Dalam hal pelaksanaan penyitaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 tidak dihadiri oleh

Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita

ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi­
saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut
tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(2) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau

Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat
barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak
yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.

(3) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.

Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

setingkatsekurang-kurangnyasetempat

Pasal25

(1) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3),

Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan

tersebut dalam Berita AcaraPelaksanaan Sita, dan
Berita. Acara Pelaksanaan Sita tersebut
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi­

saksi.
(2) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tetap sah dan mempunyai

kekuatan mengikat.

(3) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun
Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah

seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) berasal dan Pemerintah Daerah
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(1) Atas permintaan pemblokiran dan permintaan
pemberitahuan, pihak WK sektor perbankan:

a. melakukanpemblokiran sebesar jumlah Utang

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap

Penanggung Pajak yang identitasnya
tercantum dalam permintaan pemblokiran;

b. memberitahukan seluruh nomor rekening

keuangan Penanggung Pajak; dan
c. rnemberitahukan saldo harta kekayaan

Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh

nomor rekening keuangan Penanggung Pajak.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan secara seketika setelah
permintaan pemblokiran diterima oleh pihak WK

sektor perbankan dan· dibuatkan berita acara
pemblokiran.

(3) Salinan berita acara pemblokiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

(4) Pihak WK sektor perbankan memberitahukan
seluruh nomor rekening keuangan Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal

diterimanya pennintaan pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (3).
(5) Jurusita Pajak memberikan bukti penerimaan atas

pemberitahuan seluruh nomor rekening keuangan

Pasal29

(4) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disertai dengan penyampaian:

a salinan Surat Paksa; dan
b. salinan Sural Perintah Melaksanakan

Penyitaan.
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Pasa131

( 1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan

atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus
pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat

Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang menyatakan bahwa barang
dimaksud akan disita apabila proses pembuktian
telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti
dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

(1) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi,
saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di

bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan

perundangundangan.
(2) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian
tentang jenis dan jumlah piutang yang disita

dalam suatu daftar yang merupakan lampiran

Berita Acara Pelaksanaan Sita;
h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan

Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak

kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan pihak yang
berkewajiban membayar utang.

(3) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung

Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nitai

Barang yang disita diperkirakan cukup untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal30

dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak

kepada pihak WK sektor perbankan.
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Pasal35

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada
Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut
Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di

kantor Pejabat atau di tempat lain.
(2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib

Pajak dan/ atau Penanggung Pajak:

a. Barang bergerak yang telah disita dapat
dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah
yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. Barang tidak bergerak pengawasannya
diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah
yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita

tersebut.

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan terhadap Objek Sita di luar wilayah Daerah
Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah dan pihak terkait.

Pasal34

(1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam
rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat

dan Daerah, Pemerintah Pusat dapat
melaksanakan hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pasa133

Pasal32

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita

Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus,

kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab,

pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
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(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung

Pajak telah melunasi biaya penagihan Pajak dan
utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan,
atau putusan badan peradilan Pajak.

Pasa138

memindahkan hak, meminjamkan, atau
merusak Barang yang disita.

memindahtangankan,untuk

(1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi

segel sita.
(2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang
sitaan.

(3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat sekurang- kurangnya:

a. kata "DISITA";
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan

Sita; dan

c. larangan

Pasa137

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak;

atau
b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup

untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang

Pajak.

Pasal36

(3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat

penitipan Barang yang telah disita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. kantorpolisi; atau

b. kantor kejaksaan.
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Bagian Ketujuh
Lelang .

Pasa140

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan
Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan
Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara Lelang terhadap Barang yang
disita melalui Kantor Lelang.

(2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan,

menghilangkan, atau merusak Barang yang telah

disita
b. membebani barang tidak bergerak yang telah

disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan

utang tertentu;
c. membebani Barang bergerak yang telah disita

dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan

utang tertentu; dan/ atau
d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel

sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita
yang telah ditempel pada Barang sitaan.

memindahtangankan,hak,a. memindahkan

Penanggung Pajak dilarang:

Pasal39

(2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan

Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
(3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai

pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita

disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak dan instansi yang terkait,

diikuti dengan pengembalian penguasaan barang

yang disita kepada Penanggung Pajak.
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(1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang

cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak:dan

utang pajak, maka pelaksanaan lelang dibentikan
dan sisa barang serta kelebiban uang hasillelang

dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung

Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah
peJaksanaan lelang.

(2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat beIas) hari
kalender sejak Pengumuman Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Penanggung
Pajak tidak rnelunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak, Pejabat melakukan penjualan
barang sitaan melalui kantor lelang.

Pasal42

Pasa141

(1) Apabila Utang Pajak dan /atau Biaya Penagihan

Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan

penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang atau tidak secara lelang,

maupun menggunakan atau memindahbukukan

barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak

dan/ atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat

setelah jangka waktu 14 (empat beIas) hari
kalender terhitung sejak Pengumuman Lelang.

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat

jangka waktu 14 (empat beIas) hari kalender
terhitung sejak penyitaan.

a. uang tunai; dan

b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk

(3) Barang yang disita berupa uang tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

digunakan untuk membayar Utang Pajak dan

Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas

Daerah.
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Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa145

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah

dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya
diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti

otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan
hak.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3),

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal basil Lelang sudah mencapai jumlah

yang cukup untuk melunasi Biaya Penagiban
Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang

dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang

akan dilelang masih ada.

(3} Sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung

Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.

(1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk

membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum

dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.

Pasa144

c. Objek lelang musnah.

b. Berdasarkan putusan pengadilan; atau

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak

dan Biaya Penagihan Pajak;

Pasal43

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri

oleh Penanggung Pajak.

(2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
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(2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak

dan/ atau Penanggung Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal47

(I) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap

Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak

paling sedikit RplOO.OOO.OOO,OO (seratus juta

rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam

melunasi Utang Pajak.

(4) Pencegahan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak

mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan

terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Pasa146

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap

Wajib Pajak danj'atau Penanggung Pajak yang

mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit

RplOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah) dan

diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang

Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap
beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib

Pajak Badan, atau ahli waris.

Bagian Kedelapan

Pencegahan dan Penyanderaan

-
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KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 53

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal .2.9 iut," 1024

Qt fj. BUPATI PURWAKARTA,J
, (' /BEN IRWAN

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati iru dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal48
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No Nomor Judul Format
Format

1. Format 1 Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan

2. Format 2 Surat Tagihan Pajak Daerah
3. Format 3 Surat Teguran
4. Format 4 Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
5. Format 5 Surat Paksa
6. Format 6 Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
7. Format 7 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
8. Format 8 Berita Acara Pelaksanaan Sita
9. Format 9 Segel Sita
10. Format 10 Surat Pencabutan Sita

DAFrAR FORMATSURATDALAMRANGKAPENAGIHANPAJAK

LAMPlRANI
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 63 TA+tUN W2Lf
TENTANG
TATACARAPENAGlHANPAJAKDAERAH
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SURAT TAGlHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN
(STPDPBB-P2)

Nomor :

Tanggal penerbitan : Tanggal Jatub :
Tempo

I Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Pasal 179 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 15 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kama dan&Jamat Wajib Pajak

Nama :

Alamat :

Letak Objek Pajak

NOP :

Alamat : RT / RW :

Desa / Kelurahan : Kecamatan :

Kabupaten :

n Dari pemeriksaan tersebut di a~s jumlah taginan/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1 TahunPajak

2 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp

3 NiJaiJual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp
(NJOPTKP)

4 Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2) Rp

5 PBBTerutang Rp

6 Sanksi administrasi:

Bunga 1%setiap bulan (Pasal 173 Perda Kab. Rp
Purwakarta no 15 tho 2023)

7 Jumlab Tagihan Pajak Rp

Dengan huruf

Purwakarta, ................... 20 ......
Kepala Bapenda,

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 1
(SATU) BULAN SEJAK DlSAMPAlKANNYA
SURATTAGJHANINl. SESUDAHBATASWAKTU ..................................................... - ..- ....
ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN NIP .............................
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN.
(Pasal 180 Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta no 15 Tabun 2023)

Jalan Surawinata No. 30.A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERlNTAH KABUPATEN PURW AKARTA

Format 1
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SURAT TAGIHAlf PAJAK DAERAH
(STPDt

Nomor

Tanggal Tanggal Jatuh
penerbitan Tempo

1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 ten tang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 179 Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta nomor 15 tahun 2023 ten tang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Nama dan alamat Wajib Pajak

Nama

Alamat

Objek Pajak

NPWPD

Jenis Pajak

No. Ketetapan

n Dari pemeriksaan tersebut di atas jumlah tagihan/ seharusnya tidak terutang
adalah sebagai berikut:

1 Tahun Pajak

2 Ketetapan Pokok Pajak Rp

3 Sanksi administrasi:

Bunga 1% setiap bulan (Pasal 173 Rp
Perda Kabupaten Purwakarta no 15 Th.
2023)

4 Jumlah Tagihan Pajak Rp

Dengan huruf

Putwakarta, ................... 20 ......
PERHATIAN Kepala Bapenda,

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM
WAKTU 1 (SATU) BULAN SEJAK
DISAMPAIKANNY A SURAT TAGIHAN
INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU,
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN ....................... ~............................................
DILANJUTKAN DENGAN NIP .............................

PENERBITAN SURAT TEGURAN.
(pasal 180 Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakartano 15Tahun 2023)

Jalan Surawinata No. 30.A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 2
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NIP .

PAJAK HARUS DILUNASI OALAM WAKTU
21 (OUA PULUH SATU) HARI SEJAK
DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU ITU. TINDAKAN
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.
(pasal 182ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta no 15 tabun 2023)

Purwakarta, 20 .
Kepala Bapenda,

PERHATIAN

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan terse but di atas, diminta agar Saudara
segera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti asli Surat Setoran Pajak Oaerah
(SSPD).

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ten tang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)maka
diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh
satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

( )

Nomor dan Tanggal STPD Tanggal Jumlah
Jenis TahunjMasa PBBjSTPDjSKPDKBjSKPOKBTjSK Jatuh Utang
Pajak Pajak PembetuJanjSK KeberatanjPutusan Tempo PajakBandingjPutusan Peninjauan Pembayaran (Rp)Kembali

Jumlah

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak
sebagai berikut:

SURAT TEGURAN
NOMOR .

yth.
Nama
NPWPDjNOP
Alamat

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 3
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NIP

Kepala Bapenda,

Purwakarta, 20.

( J
pada hari tanggal bulan tahun 20 .

.
Nomor dan Tanggal

STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK Tanggal JumlahJenis Tahuu/Masa PembetulanjSK Jatuh
Pajak Pajak Keberatan/Putusan Tempo Utang

BandingjPutusan Peninjauan Pembayaran Pajak (Rp)
Kembali

Jumlah

menurut perincian sebagai beri.kut·

untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp .

.....................................................................................

NamaWajibPajak
NPWPD
Alamat/ternpat tinggal

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ...... tentang ...... , dengan ini
diperintahkan kepada:

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAIf SEKALIGUS
NOMOR ..

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
Format 4
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NIP.(pasal 182ayat 7 Peraturan DaerahKabupaten
Purwakarta no 15 tahun 2023)

Purwakarta, 20 .
Kepala Bapenda,

JANGKA WAKTU 2X24 JAM SETELAH

PEMBERITAHUAN SURATPAKSA INI.

SESUDAH BATASWAKTU ITU. TINDAKAN

PENAGlHAN PAJAKAKAN DILANJUTKAN

DENGAN PENYITAAN.

Dengan ini:

1. Memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar Jurnlab Utang Pajak tersebut

ditambah dengan Biaya Penagihan Pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2x24

(dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau
Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa,

untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak

apabiladalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini
tidak dipenuhi;

3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan

ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM

( )

Jenis Pajak Tabun Nomor dan Tanggal SKPD/ STPD Jumlab (Rp)
Pajak

Jumlah (Rp)

bertanggungjawab atas pembayaran Pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak

sebagaimana tercantum sebagai berikut

Nama

NPWPD

Alamat/ tempat Tinggal

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

.om.G.r' ••..•...••••••••••••...••.•.••.••.••.•.••...•......
SURATPAKSA

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 5
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*) diisi nama Perangkat Daerah
**) isi salah satu
***) coret yang tidak perlu

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:
Biaya harian Jurusita Pajak Rp .
Biaya perjalanan Rp ..
Jumlah Rp .

NIPJabatan

Jurusita Pajak,Yangmenerima salinan Surat Paksa,

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan=]:
a. kepada bertempat tinggal di disebabkan ;
b. dengan menempel pada papan pengumuman/rnedia massa/lainrrya=e] ..

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang
pribadt/badan yang menanggung pajak.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan pencegahan dan penyanderaan.

Surat Paksa Nomor........ Tertanggal , Saya, Jurusita Pajak,
berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memeIintahkan kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oJeh karena itu hams menyetor di Bank yang ditunjuk
sebanyak Rp ( ) dengan tidak mengurangi kewajiban
untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak
membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa
barang bergerak rnaupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka
umum/dijual langsung kepada pembeli dan basil penjualannya digunakan untuk
membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

kepada Saudara bertempat tinggal di berkedudukan sebagai .

MEMBERIKAlf DUGAR RESMI

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas
permintaan Kepala *) Kabupaten Purwakarta, saya Jurusita Pajak

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
NOMOR .

Jalan Surawinata No. 30.A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 6
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*) Diisi nama Perangkat Daerah

NIP.

Purwakarta, ........•........... 20 .
Kepala Bapenda,

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ...... hari
setelah pelaksanaan penyitaan.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sarna dengan 2 (dual orang saksi, Warga Negara
Indonesiayang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat
dipercaya,

Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada * Kabupaten Purwakarta
untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak
bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib
Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

...................................................................

....................................................................Nama
NIP

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa
Nomor tanggal , namun hingga saat ini
belurn juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
dengan inidiperintahkan kepada:

Oleh karen a Wajib Pajak/Penanggung Pajak
NamaWajib Pajak .
NPWPD/NOP .
Alamat/tempat tinggal .

SURAT PERINTAB MELAKSARAKAlf PENYlTAAN
NOMOR •....................................

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 7
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Jenis barang Uraian Terletak di: Taksiran harga:bergerak:

Rp

Rp

Rp

Rp

• Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah
sebagai berikut:

a. Barang bergerak

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai
berikut:

Nomor dan Tanggal
TahunjMasa STPPBB/STP/SKPKBjSKPKBTjSK Jumlah

.Jenis Pajak Pajak Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Utang Pajak
Banding/Putusan Peninjauan (Rp)

Kembali

.

... .. ..

telab datang di rumahjtempat kegiatan usahajperusahaan Wajib PajakjPenanggung
Pajak:
Nama
NPWP
Alamat/ternpat tinggal

1 pekerjaan .
2 pekerjaan .

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib PajakjPenanggung Pajak yang
akan disebut di bawab ini, maka saya, Jurusita Pajak, dengan dibantu 2 (dual orang
saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puJuh satu) tahun atau
telab dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

............................................................. . .

............................................................. . .
Nomor Tanggal

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas
kekuatan Surat Perintah MelakukanPenyitaan Kepala Nomor ..
tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Purwakarta berdasarkan Surat Paksa:

BERITA ACARA PELAKSAJiAAN SITA

NOMOR .

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 8
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Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau
menggelapkan barang-barang sitaan ini adaIah perbuatan yang diancam pidana
sesuai dengan PasaJ 41A Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal231, 372, dan 375
KUH Pidana.

CATATAN:

"'J coret yang tidak perlu

Rp .
Rp .
Rp .

Biaya penagihan pajak yaitu:
- Biaya harlan Jurusita Pajak dan saksi
- Biaya perjalanan
JumJah
telah/belumq dilunasi

2 '" .

Saksi:
1 .

Penyimpan,

Jurusita Pajak,

NIP.

W~ib PajakjPenanggung Pajak,

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib
Pajak/Penanggung Pajak.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut
pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak
menunjuk yang beralamatjbertempat tinggal eli .•.•......••..........••••....
sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan
salinan-saIinannya sebagai bukti iamenerima penunjukan itu.

Kepada Wajib PajakjPenanggung Pajak dijelaskan bahwa:
1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat betas)
han setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan
permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;

2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan
Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan. ditentukan kemudian/dijual
Iangsung 'kepada pembeli.

...................................................................................................... , ................................ ,,, .
............................... , , f ••••••

• Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Jenis barang tidak Uraian Terletak di: Taksiran harga:
bergerak:

Rp

Rp

Rp

b. Barang tidak bergerak
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( )

NIP .

Purwakarta, .
Jurusita Pajak Daerah,

BARANG lNI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISJTA NEGARA, BARANG
SIAPA DENGAN SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK/MEMINJAMKAN /MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN

ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

===~==========~====================~=~~==========~=============

TANGGAL

NOMOR

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG
TIDAK BERGERAK:

DISITA

Jalan Surawinata No. 30. A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
Format 9
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, tjBENN IRWAN

or Pj. BUPATI PURWAKARTA,J

NIP.

Kepala Kantor,

Demikian, atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka
sesuai dengan Pasal22 ayat (2)Undang-Undang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000, penyitaan atas harta kekayaan milik Saudara yang telah dilakukan pada
tanggal beradasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala
Bapenda Nomor tanggal dan telah dicatat
dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor tanggal .
dengan iniDICABUT.

Kepada
yth.
Nama
NPWPD/NOP
Alamat

Nomor
Sifat
Lampiran

SURAT PENCABUTAN SITA

Jalan Surawinata No. 30.A Purwakarta Kode Pos 41114

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERlNTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Format 10


